
GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

SALINAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal L2 Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2A22 tentang Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O2l perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungiawaban

Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2O2L;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun L945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Propinsi A{ieh dan Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11O3);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a2861;

Menimbang

Mengingat
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4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2AA4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aaoo\

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO4

Nomor 126, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor aa3$;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2Aru Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2OL+ tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

567e);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2OO5 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a57a);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 737, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a5751;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5761;
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2aa6 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

a6A);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7l rahun 2o1a tentang

standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2ala Nomor l2s rambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2A19 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 63221;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2als
tentang Penerapan standar Akuntansi pemerintahan

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142Sl;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OtT
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AL9 Nomor 111a);

16. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 70 rahun 2otg
tentang sistem Informasi Pemerintahan Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor ll14l;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 rahun zalg
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor AaT|;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor O4 Tahun 2A2O

tentang Pedoman PenSrusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l {Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2A2A Nomor 8SB);
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun ZAZA

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor LTSII;

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2A16 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor

s2);

21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2O2A tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2O2A Nomor 4);

22. Peratttran Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun Anggaran 2A2l (Lembaran Daerah Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2O2l Nomor 4);

23. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2O2O tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2A2l (Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2O2O Nomor 51)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Gubernur Nomor L4 Tahun 2021 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 5O Tahun 2A2A tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2O2L (Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2A2l Nomor 14);

24. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2O2l tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2027

(Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor

21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2A2L tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara

Nomor 2l Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera
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Utara Tahun Anggaran 2a27 (Berita Daerah provinsi

Sumatera Utara Tahun 2027 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA

UTAR TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021. sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Jumlah Pendapatan

2. Belanja :

a. Belanja Operasional

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang dan Jasa

3) Belanja Hibah

4) Belanja Bantuan Sosial

5) Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah Belanja Operasi

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Tanah

2) Belanja Modal Peralatan dan

Mesin

3) Belanja Modal Gedung dan

Bangunan

4) Belanja Modal Ja1an, Irigasi

dan Jaringan

Rp. 1 4. 03 4.036.626.47 8,57

Rp. 9.5O9.OO3.885 .7 19,46

Rp. 169.3O5.548.746,79

Rp. 6.402 .7 V.A86.506,57

Rp. 7.5 18.L8A.47 1.987,OA

Rp. 1L3.142.067.985,00

Rp. 3.372 .531.926.884,00

Rp. 2.828.790.5 1 7.550,80

Rp. 3.285 .226.861.A27 ,66
Rp. 22.454.58O.257,OO

Rp.

Rp.

29.415.668.1 14,OO

322.38t.442.941,LO

Rp. 577.A43,457.513,48
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5) Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya

Jumlah Beianja Modal

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga

Jumlah Belanja Tak Terduga

d. Belanja Transfer

Belanja Bagi hasil

Jumlah Belanja Transfer

Jumlah Belanja

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan

a. PenerimaanPembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Jumlah Pembiayaan Netto

SiLPA

Rp. 1 .141.203.699.7O1,86

L.714

Rp. 805.58 1.714,OA

Ro.2.574. 379.999.535.OO

Rp. 2.57 4.37 9 .999.535,00

Rp. 13.225. 393. 166.67 a 32
Rp. 8O8.643.459.808,25

Rp.

Rp. 210.500.000.000 ,o0

499.350.054.431,19

Rp. 288.85O.O54.431,19

Rp. 1 .A97 .493.514.239 ,4+

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi ar'ggarar. sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yarrg
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur
ini.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Rp. 1O3.O57.582"386.49
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Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundalgkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 21 Oktober 2O22

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan

pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 33

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NrP. 19710413 199603 1 002


